
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.169, 2018 KEMEN-ESDM. Pengusahaan Gas Bumi. 

Pencabutan.  
 

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 4 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENGUSAHAAN GAS BUMI PADA  

KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk lebih mendorong pembangunan 

infrastruktur gas bumi melalui pipa dan guna 

meningkatkan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan 

di dalam negeri serta mengakomodasi perkembangan 

moda penyaluran gas bumi selain pipa pada kegiatan 

usaha gas bumi, perlu mengatur kembali ketentuan 

mengenai kegiatan usaha gas bumi pada kegiatan usaha 

hilir minyak dan gas bumi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang 

Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir 

Minyak dan Gas Bumi; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak 

dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4152); 
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang 

Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan 

Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas 

Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur 

Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak 

dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui 

Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5308); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang 

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran 

Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 

4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu 

Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik 

lndonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran 

Negara Republik lndonesia Nomor 5047); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang 

Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, 

Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  

4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 

tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4996); 
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5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289); 

6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang 

Penetapan Harga Gas Bumi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 89); 

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara 

Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas 

Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 316); 

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); 

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan 

Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 569); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA 

MINERAL TENTANG PENGUSAHAAN GAS BUMI PADA 

KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon 

yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer 
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berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan 

Minyak dan Gas Bumi, dan/atau gas bumi yang telah 

diproses secara fisika dalam bentuk Compressed Natural 

Gas atau Liquefied Natural Gas. 

2. Pengangkutan Gas Bumi adalah kegiatan menyalurkan 

Gas Bumi melalui pipa transmisi dan/atau pipa 

transmisi dan pipa distribusi, dan peralatan yang 

dioperasikan dan/atau diusahakan sebagai suatu 

kesatuan sistem yang terintegrasi, dan/atau kegiatan 

pengangkutan Gas Bumi melalui moda angkut lainnya. 

3. Niaga Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, 

ekspor, dan/atau impor Gas Bumi.  

4. Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi adalah 

izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk 

melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Minyak dan 

Gas Bumi dengan tujuan memperoleh keuntungan 

dan/atau laba.   

5. Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi adalah izin yang 

diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan 

kegiatan usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dengan 

tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. 

6. Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas 

Bumi Nasional adalah dokumen mengenai rencana 

pengembangan dan pembangunan jaringan transmisi dan 

distribusi Gas Bumi serta infrastruktur Gas Bumi lainnya 

dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 

dapat disesuaikan setiap tahun. 

7. Neraca Gas Bumi adalah dokumen mengenai perkiraan 

kebutuhan dan pasokan Gas Bumi dalam wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia untuk jangka waktu 

tertentu dan dapat disesuaikan setiap tahun. 

8. Ruas Transmisi adalah ruas tertentu dari jaringan 

transmisi Gas Bumi yang merupakan bagian dari 

Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas 

Bumi Nasional untuk melaksanakan kegiatan usaha 

Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi.  
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9. Wilayah Jaringan Distribusi adalah wilayah tertentu dari 

jaringan distribusi Gas Bumi yang merupakan bagian 

dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi 

Gas Bumi Nasional untuk melaksanakan kegiatan usaha 

Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa distribusi.  

10. Wilayah Niaga Tertentu adalah wilayah tertentu untuk 

melaksanakan kegiatan usaha Niaga Gas Bumi.  

11. Sub Wilayah Niaga Tertentu adalah wilayah tertentu yang 

merupakan bagian dari Wilayah Niaga Tertentu untuk 

melaksanakan kegiatan usaha Niaga Gas Bumi. 

12. Pipa Transmisi adalah pipa untuk mengangkut Gas Bumi 

dari sumber pasokan Gas Bumi atau lapangan-lapangan 

Gas Bumi ke Ruas Transmisi, Wilayah Jaringan 

Distribusi, Wilayah Niaga Tertentu, dan/atau konsumen 

Gas Bumi. 

13. Pipa Distribusi adalah pipa untuk mengangkut Gas Bumi 

dari Pipa Transmisi pada suatu Ruas Transmisi dan/atau 

Pipa Distribusi pada suatu Wilayah Jaringan Distribusi 

ke konsumen Gas Bumi dan/atau Wilayah Jaringan 

Distribusi lainnya yang berbentuk jaringan. 

14. Hak Khusus adalah hak yang diberikan Badan Pengatur 

kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan pipa pada 

Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi 

tertentu dalam rangka kegiatan usaha Pengangkutan Gas 

Bumi melalui pipa dengan tujuan memperoleh 

keuntungan dan/atau laba berdasarkan mekanisme 

lelang oleh Badan Pengatur atau penugasan dari Menteri. 

15. Penyimpanan Compressed Natural Gas, yang selanjutnya 

disebut Penyimpanan CNG adalah kegiatan penerimaan, 

pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Gas 

Bumi bertekanan termasuk kegiatan kompresi dan 

pengisian dan/atau kegiatan lainnya yang diusahakan 

sebagai suatu kesatuan sistem yang terintegrasi. 

16. Penyimpanan Liquefied Natural Gas, yang selanjutnya 

disebut Penyimpanan LNG adalah kegiatan penerimaan, 

pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Gas 

Bumi cair termasuk kegiatan regasifikasi dan/atau 

www.peraturan.go.id


